
 
BUPATI PANGANDARAN 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 

NOMOR 8 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH PANDEGA PANGANDARAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  PANGANDARAN, 

 
Menimbang : a.  bahwa dalam upaya terwujudnya peningkatan pelayanan 

kesehatan, peningkatan aksebilitas, keterjangkauan, 

kualitas pelayanan, dan cakupan pelayanan kesehatan 

telah dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Pandega 

Pangandaran sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan 

unit layanan yang bekerja secara profesional serta dapat 

menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran 

Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Struktur 

Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah 

Sakit Umum Daerah Pangandaran sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 62 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Pangandaran Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pembentukan 

dan Struktur Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pangandaran; 

  b.  bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan 

kapasitas layanan serta penyesuaian terhadap tugas, 

fungsi dan tata kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Pandega Pangandaran berdasarkan kebutuhan Daerah dan 

peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati 

sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu untuk 

disesuaikan; 

  c.  bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah 

Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
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Daerah Kabupaten Pangandaran, ketentuan lebih lanjut 

mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, 

tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 diatur 

dengan Peraturan Bupati; 

  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Pangandaran tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit 

Umum Daerah Pandega Pangandaran. 

    

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 3851); 

  2.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 

  3.  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072); 

  4.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5363);  

  5.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494);  

  6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
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2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

  8.  Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

  9.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/ 

2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah 

Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

259); 

  10.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 

tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053); 

  11.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 

tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360); 

  12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

  13.  Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 29, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran 

Nomor 29); 

  14.  Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2019 Nomor 31, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31); 

  15.  Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 

serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 

Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan 
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Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita 

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70). 

  16.  Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 10 Tahun 2020 

tentang Pemberian Nama UPTD Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2020 Nomor 10); 

  17.  Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 16 Tahun 2020 

tentang Peraturan Internal UPTD Rumah Sakit Umum 

Daerah Pandega Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 16). 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 

DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDEGA 

PANGANDARAN. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 

3. Bupati adalah Bupati Pangandaran; 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran. 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur 

pelaksana tugas teknis pada Dinas; 
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan 

pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah tempat 

pelayanan kesehatan rujukan yang melayani rawat jalan, rawat inap dan 

gawat darurat; 

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran; 

10. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Pangandaran yang selanjutnya 

disebut RSUD Pandega Pangandaran adalah institusi pelayanan kesehatan 

yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan sekunder secara 

paripurna yang menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan dan gawat 

darurat sebagai unit organisasi yang bersifat khusus dan memiliki otonomi 

dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang 

kepegawaian; 
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11. Eselonering adalah tingkat jabatan struktural; 

12. Direktur adalah Direktur RSUD Pandega Pangandaran; 

13. Bagian adalah Bagian di lingkungan RSUD Pandega Pangandaran; 

14. Bidang adalah Bidang di lingkungan RSUD Pandega Pangandaran; 

15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha di lingkungan RSUD 

Pandega Pangandaran; 

16. Seksi adalah Seksi pada Bidang di lingkungan RSUD Pandega Pangandaran; 

17. Komite Medis adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola 

klinis (clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga 

profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi 

medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis; 

18. Satuan Pemeriksaan Internal adalah merupakan unsur organisasi yang 

bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit; 

19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang 

diberi tugas, wewenang, tanggungjawab dan hak secara penuh oleh pejabat 

yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya 

dalam rangka mendukung kelancaran tugas organisasi; 

20. Instalasi adalah unsur organisasi rumah sakit sesuai dengan kebutuhan dan 

beban kerja rumah sakit. 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

 

Pasal 2 

 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Rumah Sakit Umum Daerah 

Pandega Pangandaran Kelas C, yang selanjutnya disebut RSUD Pandega 

Pangandaran pada Dinas Kesehatan. 

 

BAB III 

KEDUDUKAN 

 

Pasal 3 

 

RSUD Pandega Pangandaran merupakan RSUD milik Pemerintah Daerah sebagai 

unit organisasi bersifat khusus, memberikan layanan secara profesional yang 

dipimpin oleh Direktur dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

 

BAB IV 

SUSUNAN ORGANISASI 

 

Pasal 4 

 

(1) Susunan Organisasi RSUD Pandega Pangandaran terdiri atas: 

a. Direktur; 

b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Pelaporan; dan 

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset. 
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c. Bidang Pelayanan Medis, terdiri atas: 

1. Seksi Pelayanan Medis; dan 

2. Seksi Mutu Pelayanan Medis. 

d. Bidang Keperawatan, terdiri atas: 

1. Seksi Asuhan Keperawatan; dan 

2. Seksi Mutu Keperawatan. 

e. Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri atas: 

1. Seksi Pelayanan Penunjang Medis; dan 

2. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis. 

f. Komite Medis; 

g. Instalasi; 

h. Satuan Pemeriksaan Internal; dan 

i. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit, 

dapat dibentuk komite, Instalasi dan/atau unit kerja lain sesuai dengan 

kebutuhan dan beban kerja RSUD Pandega Pangandaran yang ditetapkan 

dengan Peraturan Direktur. 

(3) Bagan susunan organisasi RSUD Pandega Pangandaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB V 

TUGAS DAN FUNGSI 

 

Bagian Kesatu 

RSUD Pandega Pangandaran 

 

Pasal 5 

 

(1) RSUD Pandega Pangandaran mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan 

kesehatan perorangan sekunder secara paripurna yang meliputi upaya 

preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif. 

(2) RSUD Pandega Pangandaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 

a. penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis, keperawatan dan 

pelayanan administrasi sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; 

b. perawatan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan 

medis; 

c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; 

dan 

d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi 

bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan 

memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 
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Bagian Kedua 

Direktur 

 

Pasal 6 

 

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, memiliki 

tugas pokok memimpin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi RSUD 

Pandega Pangandaran. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur 

menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; 

b. penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD Pandega Pangandaran sesuai 

dengan kewenangannya; 

c. penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Pandega Pangandaran; 

d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi 

unsur organisasi; dan 

e. evaluasi, pencatatan dan pelaporan. 

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur 

memiliki uraian tugas: 

a. memimpin perumusan, penetapan dan pelaksanaan rencana kerja yang 

meliputi bagian tata usaha, bidang pelayanan medis, bidang keperawatan, 

dan bidang pelayanan penunjang berdasarkan kebijakan umum daerah, 

program kerja serta rencana strategis yang telah ditetapkan; 

b. memimpin perumusan, penetapan dan pelaksanaan rencana strategis 

(renstra), rencana bisnis dan anggaran (RBA), pengelolaan keuangan dan 

barang milik daerah, pembinaan kepegawaian, penyusunan tata klinis, 

standar pelayanan minimal (SPM), pedoman dan standar operasional 

prosedur (SOP) serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan dokumen-

dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan 

kinerja lainnya; 

c. melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi RSUD Pandega Pangandaran; 

d. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan 

RSUD Pandega Pangandaran berdasarkan kebijakan umum daerah, 

program kerja serta rencana strategis yang telah ditetapkan; 

e. melaksanakan pembinaan terhadap seluruh pegawai RSUD Pandega 

Pangandaran sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan 

hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

f. menetapkan kebijakan pengembangan serta peningkatan kualitas layanan 

kesehatan, sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan di bidang 

kesehatan di lingkungan RSUD Pandega Pangandaran berdasarkan 

peraturan perundang-undangan; 

g. melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja pegawai untuk bahan 

pertimbangan dalam menetapkan penilaian kinerja pegawai berdasarkan 

peraturan perundang-undangan; 

h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan pengelolaan 

keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian kepada 

Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
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i. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas kepada bawahan 

berdasarkan prinsip pola dan budaya kerja supaya terjadi harmonisasi 

dalam pelaksanaan tugas; dan 

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan agar dapat melaksanakan tugas dengan 

baik dan benar. 

 

Bagian Ketiga 

Bagian Tata Usaha 

 

Pasal 7 

 

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, 

dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Direktur, memiliki tugas pokok membantu dan 

menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam pengelolaan administrasi 

umum, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan keuangan dan barang milik 

daerah serta mengkoordinasikan penyusunan program, perencanaan dan 

pelaporan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Bagian Tata Usaha; 

b. pengolahan usulan program dan rencana kerja anggaran RSUD Pandega 

Pangandaran;  

c. penyelenggaraan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan administrasi umum 

dan kepegawaian, kehumasan, perencanaan dan pelaporan, serta 

pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; 

d. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar sub bagian 

sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  

e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pada bagian dan 

sub bagian. 

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala 

Bagian Tata Usaha memiliki uraian tugas: 

a. menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis lingkup Bagian Tata 

Usaha yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan 

keuangan dan barang milik daerah serta penyusunan program, 

perencanaan dan pelaporan; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bagian Tata Usaha 

sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar 

tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

c. melaporkan pelaksanaan tugas dalam bentuk lisan dan/atau tertulis 

secara berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan berdasarkan 

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan; 

d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan lingkup bagian 

tata usaha sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak 

terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan lingkup bagian tata usaha secara 

berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk 

mencapai target kinerja yang diharapkan; 
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f. mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, 

pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, kehumasan, tata laksana 

organisasi, program, perencanaan dan pelaporan; 

g. memverifikasi dan memvalidasi konsep naskah dinas serta dokumen 

administrasi sesuai bidangnya, berdasarkan tata naskah dinas yang 

berlaku; 

h. mengkoordinasikan pembinaan terhadap seluruh pegawai RSUD Pandega 

Pangandaran sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas serta perbaikan 

kinerja di masa yang akan datang; 

i. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas kepada bawahan 

berdasarkan prinsip pola kerja dan budaya kerja supaya terjadi 

harmonisasi dalam pelaksanaan tugas; dan 

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian Tata Usaha 

membawahi: 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Pelaporan; dan 

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

 

Pasal 8 
 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha, memiliki 

tugas pokok melaksanakan pengendalian kegiatan pada Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian, melaksanakan koordinasi dalam penyusunan kebijakan 

teknis pelayanan administrasi umum, kehumasan dan kepegawaian, serta 

melaksanakan kegiatan pengembangan pegawai melalui analisa kebutuhan 

dan peningkatan kapasitas pegawai. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pengendalian kegiatan administrasi umum dan kepegawaian; 

b. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan teknis administrasi 

umum, kehumasan dan kepegawaian; 

c. pelaksanaan kegiatan pengembangan pegawai melalui analisa kebutuhan 

dan peningkatan kapasitas pegawai; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai perintah pimpinan dalam lingkup tugas 

pokoknya. 

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas: 

a. menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan lingkup Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian; 

b. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana formasi pegawai, 

penempatan dan pengembangan karir pegawai, pendayagunaan aparatur 

dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan serta disiplin pegawai; 

c. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, administrasi 

kepegawaian, dan kehumasan berdasarkan peraturan perundang-

undangan; 
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d. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang 

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala 

sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

f. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan lingkup Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan peraturan dan prosedur 

yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

g. memverifikasi konsep naskah dinas serta dokumen administrasi sesuai 

bidangnya, berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku; 

h. melakukan pembinaan terhadap pegawai lingkup Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas serta 

perbaikan kinerja di masa yang akan datang; 

i. melaporkan pelaksanaan tugas dalam bentuk lisan dan/atau tertulis 

secara berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan berdasarkan 

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;  

j. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas kepada bawahan 

berdasarkan prinsip pola kerja dan budaya kerja supaya terjadi 

harmonisasi dalam pelaksanaan tugas; dan 

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 9 
 

(1) Sub Bagian Program, Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha, 

memiliki tugas pokok melaksanakan pengendalian kegiatan pada Sub Bagian 

Program, Perencanaan dan Pelaporan serta melaksanakan koordinasi dalam 

penyusunan program, perencanaan dan pelaporan penyelenggaraan RSUD 

Pandega Pangandaran. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Sub Bagian Program, Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan 

fungsi: 

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis dalam 

penyusunan program, perencanaan kegiatan dan penyusunan laporan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Pandega Pangandaran; 

b. pelaksanaan pengendalian kegiatan Sub Bagian Program, Perencanaan 

dan Pelaporan; 

c. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan teknis administrasi 

Sub Bagian Program, Perencanaan dan Pelaporan; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai perintah pimpinan dalam lingkup tugas 

pokoknya. 

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Sub 

Bagian Program, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas: 

a. menyusun perencanaan program dan pelaporan kegiatan lingkup RSUD 

Pandega Pangandaran berdasarkan sasaran dan kebijakan teknis agar 

sesuai dengan Renstra serta Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) agar 

program kerja terlaksana dengan baik; 
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b. menyusun perencanaan dan melaksanakan program kegiatan pada Sub 

Bagian Program, Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan peraturan dan 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan 

lancar; 

c. mengkoordinasikan dan mengklasifikasikan bahan dan data rencana 

program kegiatan lingkup RSUD Pandega Pangandaran sesuai spesifikasi 

dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan; 

d. memverifikasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan 

program, perencanaan dan pelaporan. 

e. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian Program, 

Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung 

jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif 

dan efisien; 

f. menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Program, 

Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan 

secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

g. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan lingkup Sub 

Bagian Program, Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan peraturan dan 

prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas; 

h. memverifikasi konsep naskah dinas serta dokumen administrasi sesuai 

bidangnya, berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku; 

i. melakukan pembinaan terhadap pegawai lingkup Sub Bagian Program, 

Perencanaan dan Pelaporan untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan 

tugas serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang; 

j. melaporkan pelaksanaan tugas dalam bentuk lisan dan/atau tertulis 

secara berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan berdasarkan 

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan; 

k. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas kepada bawahan 

berdasarkan prinsip pola kerja dan budaya kerja supaya terjadi 

harmonisasi dalam pelaksanaan tugas; dan 

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 10 

 

(1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) 

huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas 

pokok menyelenggarakan koordinasi dalam penyusunan bahan kebijakan 

teknis pelayanan administrasi penganggaran, penatausaahan,  pengelolaan 

sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta pencatatan dan pengelolaan 

aset. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub 

Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di 

bidang penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi, 

pelaporan keuangan dan aset RSUD Pandega Pangandaran; 
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b. pelaksanaan pengadministrasian keuangan; 

c. pelaksanaan pencatatan dan pengelolaan aset; 

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokoknya. 

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian 

Keuangan dan Aset mempunyai uraian tugas: 

a. menyusun perencanaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset 

lingkup RSUD Pandega Pangandaran berdasarkan visi, misi, rencana 

strategis serta rencana bisnis anggaran, agar program kerja terlaksana 

dengan baik; 

b. menyusun perencanaan dan melaksanakan program kegiatan pada Sub 

Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan peraturan dan ketentuan yang 

berlaku agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset dapat 

berjalan dengan lancar; 

c. melaksanakan pembinaan, pencatatan dan evaluasi pengelolaan 

keuangan dan aset sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan 

untuk memastikan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai 

dengan perencanaannya dan menjadi bahan rujukan tahun berikutnya; 

d. melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan keuangan, aset dan 

pemeliharaan dokumennya berdasarkan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku supaya penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat 

terlaksana dengan baik; 

e. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian Keuangan 

dan Aset sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan 

agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

f. menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Keuangan dan 

Aset sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai 

bentuk akuntabilitas kinerja; 

g. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan lingkup Sub 

Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan peraturan dan prosedur yang 

berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

h. memverifikasi konsep naskah dinas serta dokumen administrasi sesuai 

bidangnya, berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku; 

i. melakukan pembinaan terhadap pegawai lingkup Sub Bagian Keuangan 

dan Aset untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas serta 

perbaikan kinerja di masa yang akan datang; 

j. melaporkan pelaksanaan tugas dalam bentuk lisan dan/atau tertulis 

secara berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan berdasarkan 

pada program dan kegiatan yang telah dilaksanakan; 

k. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas kepada bawahan 

berdasarkan prinsip pola kerja dan budaya kerja supaya terjadi 

harmonisasi dalam pelaksanaan tugas; dan 

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Keempat 

Bidang Pelayanan Medis 

 

Pasal 11 

 

(1) Bidang Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 

c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Direktur, memiliki tugas pokok membantu dan 

menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam perencanaan, pembinaan, 

pengendalian dan pelaksanaan pelayanan medis serta mutu pelayanan medis. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Bidang Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Medis; 

b. pengolahan usulan program dan rencana kerja Bidang Pelayanan Medis;  

c. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pelayanan 

medis serta mutu pelayanan medis; 

d. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

kegiatan antar seksi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  

e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pada 

setiap seksi. 

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala 

Bidang Pelayanan Medis memiliki uraian tugas: 

a. menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis lingkup Bidang 

Pelayanan Medis yang meliputi pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan 

pelayanan medis serta mutu pelayanan medis; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Pelayanan Medis 

sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar 

tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

c. melaporkan pelaksanaan tugas dalam bentuk lisan dan/atau tertulis 

secara berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan berdasarkan 

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan; 

d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan lingkup Bidang 

Pelayanan Medis sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar 

tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Pelayanan Medis 

secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk 

mencapai target kinerja yang diharapkan; 

f. mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan 

pelaksanaan pelayanan medis serta mutu pelayanan medis; 

g. memverifikasi dan memvalidasi konsep naskah dinas serta dokumen 

administrasi sesuai bidangnya, berdasarkan tata naskah dinas yang 

berlaku; 

h. mengkoordinasikan pembinaan dan pengendalian SDM yang terkait dalam 

pelaksanaan pelayanan medis serta mutu pelayanan medis sebagai bahan 

evaluasi pelaksanaan tugas serta perbaikan kinerja di masa yang akan 

datang; 

i. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas kepada bawahan 

berdasarkan prinsip pola kerja dan budaya kerja supaya terjadi 

harmonisasi dalam pelaksanaan tugas; dan 
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j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pelayanan Medis 

membawahi: 

a. Seksi Pelayanan Medis; dan 

b. Seksi Mutu Pelayanan Medis. 

 

Pasal 12 
 

(1) Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf 

a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis, memiliki tugas pokok 

membantu Kepala Bidang Pelayanan Medis dalam merencanakan, membina, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan medis. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Seksi Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup 

Seksi Pelayanan Medis; 

b. pengolahan usulan program dan rencana kerja Seksi Pelayanan Medis;  

c. penyelenggaraan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan 

Medis serta tindakan medis; 

d. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain sesuai perintah pimpinan dalam lingkup tugas 

pokoknya. 

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Seksi  

Pelayanan Medis memiliki uraian tugas: 

a. menyusun perencanaan dan melaksanakan program kegiatan lingkup 

Seksi Pelayanan Medis berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana kegiatan Seksi 

Pelayanan Medis; 

c. melaksanakan pengelolaan jenis pelayanan medis berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

d. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Seksi Pelayanan Medis 

sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar 

tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pelayanan Medis 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai 

bentuk akuntabilitas kinerja; 

f. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan lingkup Seksi 

Pelayanan Medis sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar 

tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

g. memverifikasi konsep naskah dinas serta dokumen administrasi sesuai 

bidangnya, berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku; 

h. melakukan pembinaan terhadap pegawai lingkup Seksi Pelayanan Medis 

untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas serta perbaikan 

kinerja di masa yang akan datang; 
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i. melaporkan pelaksanaan tugas dalam bentuk lisan dan/atau tertulis 

secara berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan berdasarkan pada 

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan; 

j. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas kepada bawahan 

berdasarkan prinsip pola kerja dan budaya kerja supaya terjadi 

harmonisasi dalam pelaksanaan tugas; dan 

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Pasal 13 
 

(1) Seksi Mutu Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) 

huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis, memiliki tugas 

pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Medis dalam melaksanakan 

perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan peningkatan mutu 

pelayanan medis.  

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Seksi Mutu Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Mutu Pelayanan Medis; 

b. pengolahan usulan program dan rencana kerja Seksi Mutu Pelayanan 

Medis;  

c. penyelenggaraan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan peningkatan 

mutu pelayanan medis; 

d. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  

e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian mutu kinerja 

SDM yang terkait dengan pelayanan medis. 

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Mutu  

Pelayanan Medis memiliki uraian tugas: 

a. menyusun perencanaan dan melaksanakan standar mutu serta standar 

kompetensi dan kewenangan tenaga medis serta tenaga kesehatan lainnya 

berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan 

kegiatan Seksi Mutu Pelayanan Medis dapat berjalan dengan lancar; 

b. melaksanakan koordinasi dalam pengembangan mutu pelayanan medis 

serta standar mutu pelayanan medis; 

c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi mutu pelayanan 

medis berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

d. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Seksi Mutu Pelayanan 

Medis dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar 

tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Seksi Mutu Pelayanan 

Medis sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai 

bentuk akuntabilitas kinerja; 

f. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan lingkup Seksi 

Mutu Pelayanan Medis sesuai dengan peraturan dan prosedur yang 

berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

g. memverifikasi konsep naskah dinas serta dokumen administrasi sesuai 

bidangnya, berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku; 
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h. melakukan pembinaan terhadap pegawai lingkup Seksi Mutu Pelayanan 

Medis untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas serta perbaikan 

kinerja di masa yang akan datang; 

i. melaporkan pelaksanaan tugas dalam bentuk lisan dan/atau tertulis 

secara berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan berdasarkan pada 

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan; 

j. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas kepada bawahan 

berdasarkan prinsip pola kerja dan budaya kerja supaya terjadi 

harmonisasi dalam pelaksanaan tugas; dan 

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kelima 
Bidang Keperawatan 

 
Pasal 14 

 

(1) Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, 

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Direktur, memiliki tugas pokok membantu dan 

menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam perencanaan, 

pengendalian, pembinaan dan peningkatan mutu keperawatan dan kebidanan 

serta pelaksanaan kegiatan Bidang Keperawatan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Bidang Keperawatan; 

b. pengolahan usulan program dan rencana kerja Bidang Keperawatan;  

c. penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan asuhan keperawatan dan 

asuhan kebidanan serta peningkatan mutu keperawatan dan kebidanan; 

d. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  

e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pada 

setiap seksi. 

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala 

Bidang Keperawatan memiliki uraian tugas: 

a. menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis lingkup Bidang 

Keperawatan yang meliputi pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan 

kegiatan serta mutu Bidang Keperawatan; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Keperawatan 

sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar 

tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

c. melaporkan pelaksanaan tugas dalam bentuk lisan dan/atau tertulis 

secara berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan berdasarkan 

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan; 

d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan lingkup Bidang 

Keperawatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar 

tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Keperawatan secara 

berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk 

mencapai target kinerja yang diharapkan; 
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f. mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan 

pelaksanaan kegiatan serta mutu Bidang Keperawatan; 

g. memverifikasi dan memvalidasi konsep naskah dinas serta dokumen 

administrasi sesuai bidangnya, berdasarkan tata naskah dinas yang 

berlaku; 

h. mengkoordinasikan pembinaan dan pengendalian SDM yang terkait dalam 

pelaksanaan kegiatan serta mutu Bidang Keperawatan sebagai bahan 

evaluasi pelaksanaan tugas serta perbaikan kinerja di masa yang akan 

datang; 

i. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas kepada bawahan 

berdasarkan prinsip pola kerja dan budaya kerja supaya terjadi 

harmonisasi dalam pelaksanaan tugas; dan 

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang Keperawatan 

membawahi: 

a. Seksi Asuhan Keperawatan; dan 

b. Seksi Mutu Keperawatan. 

 

Pasal 15 
 

(1) Seksi Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) 

huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan, memiliki tugas pokok 

membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan asuhan keperawatan dan 

kebidanan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Seksi Asuhan Keperawatan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Asuhan Keperawatan; 

b. pengolahan usulan program dan rencana kerja Seksi Asuhan 
Keperawatan; 

c. penyusunan dan perumusan petunjuk operasional dan petunjuk teknis 

asuhan keperawatan dan kebidanan;  

d. penyelenggaraan, pengendalian, pelaksanaan serta pengelolaan kegiatan 

Seksi Asuhan Keperawatan; 

e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  

f. pelaksanaan fungsi lain sesuai perintah pimpinan dalam lingkup tugas 

pokoknya. 

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi  

Asuhan Keperawatan memiliki uraian tugas: 

a. menyusun perencanaan dan melaksanakan standar asuhan keperawatan 

dan kebidanan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar 

pelaksanaan kegiatan Seksi Asuhan Keperawatan dapat berjalan dengan 

lancar;  

b. melaksanakan koordinasi dalam pengembangan asuhan keperawatan 

serta standar asuhan keperawatan; 

c. melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan asuhan keperawatan; 
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d. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Seksi Asuhan 

Keperawatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang 

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Seksi Asuhan Keperawatan 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai 

bentuk akuntabilitas kinerja; 

f. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan lingkup Seksi 

Asuhan Keperawatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku 

agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

g. memverifikasi konsep naskah dinas serta dokumen administrasi sesuai 

bidangnya, berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku; 

h. melakukan pembinaan terhadap pegawai lingkup Seksi Asuhan 

Keperawatan untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas serta 

perbaikan kinerja di masa yang akan datang; 

i. melaporkan pelaksanaan tugas dalam bentuk lisan dan/atau tertulis 

secara berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan berdasarkan pada 

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan; 

j. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas kepada bawahan 

berdasarkan prinsip pola kerja dan budaya kerja supaya terjadi 

harmonisasi dalam pelaksanaan tugas; dan 

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 16 

 

(1) Seksi Mutu Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) 

huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan, memiliki tugas pokok 

membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam melaksanakan perencaanaan, 

evaluasi, pengkoordinasian pemenuhan kebutuhan dan pengembangan 

tenaga dan peralatan serta penjagaan dan peningkatan mutu keperawatan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Seksi Mutu Keperawatan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Mutu Keperawatan; 

b. penyusunan dan perumusan petunjuk operasional dan petunjuk teknis 

penjagaan dan peningkatan mutu keperawatan; 

c. pengolahan usulan program dan rencana kerja Seksi Mutu Keperawatan;  

d. penyelenggaraan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan Seksi Mutu 

Keperawatan; 

e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan  

kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  

f. pelaksanaan fungsi lain sesuai perintah pimpinan dalam lingkup tugas 

pokoknya. 

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi 

Mutu  Keperawatan memiliki uraian tugas: 

a. menyusun perencanaan dan melaksanakan standar mutu serta standar 

kompetensi dan kewenangan tenaga keperawatan dan kebidanan 

berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan 

kegiatan Seksi Mutu Keperawatan dapat berjalan dengan lancar; 
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b. melaksanakan koordinasi dalam pengembangan mutu keperawatan serta 

standar mutu keperawatan; 

c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi mutu 

keperawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

d. melaksanakan pengelolaan peningkatan mutu keperawatan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan; 

e. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Seksi Mutu 

Keperawatan dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan 

agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

f. menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Seksi Mutu Keperawatan 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai 

bentuk akuntabilitas kinerja; 

g. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan lingkup Seksi 

Mutu Keperawatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku 

agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

h. memverifikasi konsep naskah dinas serta dokumen administrasi sesuai 

bidangnya, berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku; 

i. melakukan pembinaan terhadap pegawai lingkup Seksi Mutu Keperawatan 

untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas serta perbaikan 

kinerja di masa yang akan datang; 

j. melaporkan pelaksanaan tugas dalam bentuk lisan dan/atau tertulis 

secara berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan berdasarkan pada 

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan; 

k. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas kepada bawahan 

berdasarkan prinsip pola kerja dan budaya kerja supaya terjadi 

harmonisasi dalam pelaksanaan tugas; dan 

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Keenam 
Bidang Pelayanan Penunjang 

 
Pasal 17 

 
(1) Bidang Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Direktur, memiliki tugas pokok membantu dan 

menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam mengkoordinasikan 

perencanaan kebutuhan serta melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan 

pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Penunjang; 

b. pengolahan usulan program dan rencana kerja Bidang Pelayanan 

Penunjang;  

c. pengkoordinasian perencanaan kebutuhan serta melaksanakan 

pengelolaan penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan pelayanan 

penunjang non medis; 

d. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
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e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pada 

setiap seksi. 
(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala 

Bidang Pelayanan Penunjang memiliki uraian tugas: 

a. menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis lingkup Bidang 

Pelayanan Penunjang yang meliputi pembinaan, pengendalian dan 

pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Penunjang; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Pelayanan 

Penunjang sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang 

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

c. melaporkan pelaksanaan tugas dalam bentuk lisan dan/atau tertulis 

secara berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan berdasarkan 

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan; 

d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan lingkup Bidang 

Pelayanan Penunjang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku 

agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Pelayanan 

Penunjang secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang 

berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan; 

f. mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan serta melaksanakan 

pengelolaan penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan pelayanan 

penunjang non medis; 

g. memverifikasi dan memvalidasi konsep naskah dinas serta dokumen 

administrasi sesuai bidangnya, berdasarkan tata naskah dinas yang 

berlaku; 

h. mengkoordinasikan pengendalian pemenuhan kebutuhan dan 

pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang; 
i. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas kepada bawahan 

berdasarkan prinsip pola kerja dan budaya kerja supaya terjadi 

harmonisasi dalam pelaksanaan tugas; dan 

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pelayanan 

Penunjang membawahi: 

a. Seksi Pelayanan Penunjang Medis; dan 

b. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis. 

 
Pasal 18 

 
(1) Seksi Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang, memiliki 

tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dalam 

mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan serta melaksanakan 

penyelenggaraan pelayanan penunjang medis. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Penunjang Medis; 

b. pengolahan usulan program dan rencana kerja Seksi Pelayanan Penunjang 
Medis;  



21 

c. pengkoordinasian perencanaan kebutuhan serta melaksanakan 

penyelenggaraan pelayanan penunjang medis; 

d. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain sesuai perintah pimpinan dalam lingkup tugas 

pokoknya. 
(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi  

Pelayanan Penunjang Medis memiliki uraian tugas: 

a. menyusun perencanaan dan melaksanakan program kegiatan lingkup 

Seksi Pelayanan Penunjang Medis berdasarkan tugas, fungsi dan renstra 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana kegiatan pelayanan 

penunjang medis; 
c. mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan serta melaksanakan 

penyelenggaraan pelayanan penunjang medis berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

d. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Seksi Pelayanan 

Penunjang Medis sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang 

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pelayanan Penunjang 

Medis sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala 

sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

f. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan lingkup Seksi 

Pelayanan Penunjang Medis sesuai dengan peraturan dan prosedur yang 

berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

g. memverifikasi konsep naskah dinas serta dokumen administrasi sesuai 

bidangnya, berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku; 

h. melakukan pembinaan terhadap pegawai lingkup Seksi Pelayanan 

Penunjang Medis untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas 

serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang; 

i. melaporkan pelaksanaan tugas dalam bentuk lisan dan/atau tertulis 

secara berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan berdasarkan pada 

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan; 

j. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas kepada bawahan 

berdasarkan prinsip pola kerja dan budaya kerja supaya terjadi 

harmonisasi dalam pelaksanaan tugas; dan 

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 19 

 

(1) Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

17 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang, memiliki 

tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dalam 

mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan serta melaksanakan pengelolaan 

penyelenggaraan pelayanan penunjang non medis.  

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Aayat (1) 

Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis; 
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b. pengolahan usulan program dan rencana kerja Seksi Pelayanan Penunjang 

Non Medis;  
c. pengkoordinasian perencanaan kebutuhan serta melaksanakan 

penyelenggaraan pelayanan penunjang non medis; 

d. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain sesuai perintah pimpinan dalam lingkup tugas 

pokoknya. 
(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi  

Pelayanan Penunjang Non Medis memiliki uraian tugas: 

a. menyusun perencanaan dan melaksanakan program kegiatan lingkup 

Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis berdasarkan tugas, fungsi dan 

renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana kegiatan Seksi 

Pelayanan Penunjang Non Medis; 

c. mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan serta melaksanakan 

penyelenggaraan pelayanan penunjang non medis; 

d. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Seksi Pelayanan 

Penunjang Non Medis dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang 

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pelayanan Penunjang 

Non Medis sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala 

sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

f. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan lingkup Seksi 

Pelayanan Penunjang Non Medis sesuai dengan peraturan dan prosedur 

yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

g. memverifikasi konsep naskah dinas serta dokumen administrasi sesuai 

bidangnya, berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku; 

h. melakukan pembinaan terhadap pegawai lingkup Seksi Pelayanan 

Penunjang Non Medis untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas 

serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang; 

i. melaporkan pelaksanaan tugas dalam bentuk lisan dan/atau tertulis 

secara berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan berdasarkan pada 

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan; 

j. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas kepada bawahan 

berdasarkan prinsip pola kerja dan budaya kerja supaya terjadi 

harmonisasi dalam pelaksanaan tugas; dan 

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 
Bagian Ketujuh 

Komite Medis 
 

Pasal 20 
 

(1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, diangkat 

oleh Direktur melalui penunjukan staf medis dengan mempertimbangkan 

sikap profesional, reputasi dan perilaku. 

(2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sub Komite 

Kredensial, Sub Komite Mutu Profesi serta Sub Komite Etika dan Disiplin 

Profesi. 
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(3) Sub Komite Kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas 

menapis profesionalisme tenaga medis. 

(4) Sub Komite Mutu Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas 

mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis. 

(5) Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

bertugas menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis. 

(6) Komite Medis dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota dibantu 

seorang Sekretaris merangkap anggota serta Ketua Sub Komite merangkap 

anggota. 

(7) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Medis dapat dibantu oleh 

panitia adhoc yang diangkat oleh Direktur berdasarkan usulan Ketua Komite 

Medis. 

(8) Dalam hal diperlukan panitia adhoc dapat melibatkan mitra bestari yang 

berasal dari Rumah Sakit lain, perhimpunan dokter spesialis/dokter gigi 

spesialis, kolegium dokter/dokter gigi, kolegium dokter spesialis/dokter gigi 

spesialis, dan/atau institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi. 

 

Bagian Kedelapan 

Instalasi 

 

Pasal 21 

 

(1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, merupakan 

fasilitas penyelenggaraan medis dan perawatan, pelayanan penunjang medis, 

kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan 

sarana RSUD Pandega Pangandaran. 

(2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala 

Instalasi dalam jabatan non struktural yang bertanggungjawab kepada 

Direktur. 

(3) Instalasi mempunyai tugas pokok meliputi rawat jalan, rawat inap, gawat 

darurat, bedah sentral, perawatan intensif, radiologi, farmasi, gizi, patologi, 

laboratorium dan pemeliharaan sarana RSUD Pandega Pangandaran. 

(4) Perubahan jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Direktur atas usul 

bidang terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kesembilan 

Satuan Pemeriksaan Internal 

 

Pasal 22 

 

(1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

huruf h, merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan 

pemeriksaan dan audit kinerja internal RSUD Pandega Pangandaran. 

(2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. 

(3) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas 

melakukan pemeriksaan dan audit kinerja internal untuk dilaporkan kepada 

Direktur. 
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Bagian Kesepuluh 

Kelompok Jabatan Fungsional 
 

Pasal 23 
 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

huruf i, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah 

sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 

senior yang ditunjuk. 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

(5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja. 

 
Bagian Kesebelas 

Tim/Panitia 

 
Pasal 24 

 
Dalam hal diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan/ atau tugas 

tertentu, Direktur dapat membentuk Tim/Panitia yang bersifat insidentil dengan 

pembatasan waktu bertugas. 

 

BAB VI 
TATA KERJA  

 

Pasal  25 
 

(1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dan 

kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, 

simplifikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi? baik dalam lingkungan masing-

masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan RSUD Pandega 

Pangandaran sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan terhadap 

bawahannya, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-

langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk 

bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk 

serta bertanggungjawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala.    

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari 

bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada 

bawahan. 

(6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan 

kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan 

kerja. 
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(7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi wajib 

mengadakan pertemuan berkala dengan satuan organisasi dan/atau staf di 

bawahnya dalam rangka pembinaan kepada bawahannya. 

 

BAB VII 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH SERTA BIDANG 

KEPEGAWAIAN 

 

Pasal 26 

 

(1) RSUD Pandega Pangandaran memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan 

dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. 

(2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang 

kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan 

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB VIII 

KEPEGAWAIAN 

 

Bagian Kesatu 

Eselonering 

 

Pasal 27 

 

(1) Direktur RSUD Pandega Pangandaran merupakan jabatan struktural eselon 

III.a atau jabatan administrator yang diangkat oleh Bupati dari pejabat 

fungsional dokter atau dokter gigi. 

(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSUD Pandega Pangandaran 

merupakan jabatan struktural Eselon III.b atau jabatan administrator. 

(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada RSUD Pandega Pangandaran 

merupakan jabatan struktural Eselon IV.a atau jabatan pengawas. 

 

Bagian Kedua 

Pengisian Jabatan 

 

Pasal 28 

 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan fungsional pada 

RSUD Pandega Pangandaran dilakukan berdasarkan kompetensi dan syarat-

syarat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB IX 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 29 

 

Pembiayaan RSUD Pandega Pangandaran bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran serta sumber lain yang sah dan 

tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 

Sekret.ariat Daerah Kabupaten Pangandaran 
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BAB X 

PENUTUP 

 

Pasal 30 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka: 

1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 49 tahun 2019 tentang Pembentukan 

dan Struktur Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah 

Sakit Umum Daerah Pangandaran; dan 

2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 62 tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 49 tahun 2019 tentang Pembentukan 

dan Struktur Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah 

Sakit Umum Daerah Pangandaran; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 31 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran. 

 

 

 Ditetapkan di Parigi 

pada tanggal 8 Februari 2022 

BUPATI PANGANDARAN, 

 

      ttd. 

 

 

H. JEJE WIRADINATA 

Diundangkan di Parigi 

pada tanggal 8 Februari 2022 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PANGANDARAN, 

 

ttd. 

 

H. KUSDIANA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 

TAHUN 2022 NOMOR 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


